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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

DalamMpengelolaan keuanganNnegara, Aada bentuk penyimpangan lainNyang 

disebutTwaste (pemborosan) danNabuse (penyalahgunaan). Pembahasan 

mengenai wasteE(pemborosan) dan abuseEdimulai dengan definisiPpemahaman 

dan contoh-contohHdari GAO (GovernmentTAccountabilityOOffice). 

GAOOadalah suatuUlemabagaAtinggiNnegaraAdi bidangGaudit 

(SupremeEAuditTInstitution) semacamMBadanNPemeriksaan KeuanganN 

(IBPKI) diAAmerika Serikat. 

 Salah satu contoh definisi waste yang digunakan GAO: 

““Waste” , maeans the thoughtless or careless expenditure, consumption, 

missmanagement, use, or squandering of resource owned or operated by 

the Country to teh detriment or potential detriment of the Country. Waste 

also includes incurring unnecessary costs because of ineffecient or 

ineffectie practice, systems, or controls. Waste does not normally lead to 

an allegation of “fraud”, but it could.” 

Terjemahan: 

U“Waste” adalahHpengeluaran,Kkonsumsi, salahHkelola,Ppenghamburan 

sumberRdayaAseara tidakKbertanggungGjawab yangGmerugikanNatau 

berpotensiMmerugikanNpemerintahH (dalamMcontohHiniPPemerintah 

DaerahH yangG disebutTCounty).Wate jugaA termasukKbiaya Yyang 
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tidakKperluUkarenaApraktik,sistemMatauPpengendalianNyang Ktidak 

efesienNatau tidak efektif. WasteElazimnyaAtidakKberakhirRpada 

tuduhanNatauUdakwaanNterjadinyaA“fraud”,Nnamun ,TtuduhanAatau 

dakwaaanTtersebutBbisaSsajaTterjadi. 

Sedangkan Ndalam definisi GAO dapatTdisimpulkan  menjadiDdua 

makna, yaitu : 1). PerusakanN, penerapan yangGkeliru, penggunaan 

secaraAberlebihan, atau singkatnya, perbuatanNyang abusive atau merusakK. 2). 

Penyalahgunaan wewenangG.  

 Wajar Tanpa Pengecualian atau dapat disebut WTP , merupaka Oopini 

yangGdikelurakanNolehHBadanNPemeriksaAKeuanganNkepada lembaga-

lembagaApemerintahHyang menunjukkan bagaimana kinerja keuangan atau 

pengelolaan keuanga di dalam lembaga tersebut., kusus di dalam pemerintahan di 

Indoensia. Wajar Tanpa Pengecualian atau merupakan WTP terkdang menjadi 

acuab bahwa behasilnya suatu pemerintahan dalam pengelolaan keuangan 

sehingga pandangan orang-orang awam akan meliahat bahwa tidak ada 

penyelewengan keuangan di dalam pemerintahan tersebut. terhindar dari hal-hal 

yang berkaitan penyalahgunaan keuangan negara. Sehingga jika terdapat kasus 

yang berkaitan merugikan nergara . maka persepsi masyarakat akan menyalahkan  

auditor. Padahal hal itu hanya analisa sementara belum melakukan pengujian 

apakah dugaan masyarakat itu benar atau tidak.  

Dalam setiap periode, Badan Pemeriksa KeuanganNselaluUmemeriksa 

laporanNkeuanga entitasSpemerintah dengn tujuanMmemberiOopini 

atasSkewajaran laporanNkeuanagan. StandarRauditMmenyatakan , bahwaAada 
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empatJjenis opiniSsesuai tingkatKkewajaranya, yaitu : 

wajarTtanpaApengecualian (WTP), wajarRdenganNpengecualian (WDP), tidak 

wajar (TW), danNtidakKmemberikanNpendapat (TMP). SetiapPopini 

menunjukkanAadaAatau tidanyaPpemasalahan dalamLlaporan keuanganDdalam 

pemerintahanNtersebut. DijelaskanNbahwa, opiniWwajar tanpaApengecualian  

diberikann jikaAdalam segalaAhal yangGmaterial, laporan keuanganNsudah 

sesuaiDdengan standarRakuntansi keunganNyang berlakuUatau sesuai SAK SAP, 

sedangGwajar denganNpengecualian makaAadanya ketidaksesuai matrial satu 

atau beberapaAposSlaporanNkeuanganNnamun tidakKmempengaruhi 

kewajaranya secaraAkeseluruhan, sementaraAtidakKwajar, 

jikaAlaporanNkeuangan secara keseluruhanNmengandung slaaj sajiYyang 

sangatTmaterial atu sangat menyesatkanNsehingaAtidak 

menyajikanNsecaraAwajar, sedangkan tanpaAmemeberikan pendapatanNatau 

TMP, jik auditorRdibatasu geraknyn, tidakKbisa mengumpulkanNbukti 

auditTsecara sangat material sehinggaAkewajaran laporanNkeuanganNsecara 

keseluruhanNdiragukan. 

OpiniNBPKBRITatasSLaporanSKeuanganNPemerintahNDaerahM(LKPD

) selamaBtahunS2014-2016NdapatMdilihatNbahwaMpersentaseSLKPDMyang 

memperolehMopiniMWajarSTanpaNPengecualianM(WTP)TpadaM tahun 

2016Sadalah sebanyakM70 % meningkat 12% dari tahun 2015 sebanyak 58%. 

SedangkanM persentaseMLKPD yangSmemperoleh opiniBWajar Dengan 

PengecualianM(WDP) padaMtahun 2016 adalahMsebanyak 26% menurun 10% 

dariMtahun 2015 sebanyak 36%, opiniMTidakMWajar (TW) padaMtahun 2016 
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samaMdengan tahunM2015 sebanyak 1%, danMTidakNMemberikanBPendapat 

(TMP)NpadaBtahunM2016 adalah sebanyak 4% mengalamiHpenurunan 1% dari 

tahun 2015 sebanyak 5% (IHPSMI BPKBRI Th. 2017). SecaraAlebihHterperinci, 

BPKMmengungkapkan 9.729 temuanNyangGmemuat 14.997 permasalahan, 

meliputi 7.284 (49%) permasalahanNkelemahanNsistemMpengendalianNintern 

(SPI) dan 7.549 (50%) permasalahanNketidakpatuhanNterhadap ketentuanN 

peraturanNperundang-undanganNsenilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) 

permasalahanNketidakhematan, keetidakefisienan, danNketidakefektifan senilai 

Rp2,25 triliunn. TemuanMkerugian negaraNakibat dariBketidakpatuhan 

terhadapCketentuanBperundang-undangan DariPpermasalahanNketidakpatuhan 

tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliiun merupakanNpermasalahan 

ketidakpatuhanNyang mengakibatkanNkerugian sebanyak 3.135 (67%) 

permasalahanNsenilai Rp1,81 triliun. PotensiKkerugianNsebanyak 484 (10%) 

permasalahanNsenilai Rp4,89 triliun. KekuranganNpenerimaanNsebanyak 1.088 

(23%) permasalahanNsenilai Rp18,44 triliun.SelainNitu, terdapat 2.842 (38%) 

permasalahanNketidakpatuhan NyangG mengakibatkanNpenyimpangan 

administrasii. 

Salah satu hal tegaknya pengelolaan kuangan dalam hal ini lembaga 

pemerintahan daerah adalah  good govenance, pemimpin yang baik dapat dilihat 

dari integritas dalam mengemban amanah yang telah diberikan dari rakyat salah 

satunya pengelolaan keuangan yang baik yaitu akuntabilitas (Puspasari et al. 

2012). Realitas tersebut menjadi salah satu ukuran terpenting dalam 

pengembangan sektorBpublik di Indoensia setelah reformasiBmelalui menguatnya 
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tuntutanNakuntabilitas atasBlembaga-lembaga publik, baikBdi pusatBmaupun 

daerahC(Mardisamo 2006). AdapunBmenurutXSyakhroza, bahwaSgood 

governanceDselalu mengacuCkepada sikap, etika, praktekCdanCnilaiBnilai. Hal 

ini sudah diatur adalm UU NomorR15 TahunN2006 tentang BadanNPemeriksa 

Keuangan RepublikKIndonesia, yang menjelaskan bahwa, bentukCkonkret 

integritasCpemerintah atasaCtuntutan akuntabilitasCadalah menyusunCdan 

melaporkanBpertanggung jawabanNkeuangan pemerintahCtersebut yangSdinilai 

kebernaran,Ckecermatan,SkredibilitasAdanSkeandalanSinfromasinyaSdalamAben

-tuk opini. 

DalamPPeraturan PemerintahNNomor 60 Tahun  2008 mengenaiSSistem 

PengendalianNInternalP PemerintahH adalahPProsesSyang integralPpada 

tindakanDdan kegiatanYyang dilakukanSsecara terusMmenerus olehPpemimpin 

dan selurhHpegawai untukMmemberikan keyakinanNmemadai 

atastercpainyaAtujuan orgnisasiMmelalui kegiatan yangEefektif dan efiesien, 

keandalanPpelaporan keuangan, pengamanan asetTnegara, dan ketaatanTterhadap 

peraturanPperundang-undang. 

PadaPpenelitian sebelumnya menunjukkan bahwa temuan ketidakpatuhan 

terhadap undang-undang berpengaruhAnegatif terhadapApemberian opiniByaitu 

temuanSyang mengakibatakanSkerugianRdaerah, potensiRkerugian daerahTdan 

penyimpanganTadministrasi danRketidakematan, sedangkanTkuntuk 

temuanRketidakpatuhan terhadapYperaturan perundang-ndanganYlainnya tidak 

mempengaruhiYpemberianYopini.RadapunYdalamRsistemRpengendalianRakunt

ansi danRpelaoran  (KSPAP)Rdan kelemahanRsistem pengendaliaRpelaksanaan 
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angaranRdan belanjaRberpengaruh negatifpada pemberianRopini BPKRatas 

kewajaranRlaporan keuanganRpemerintah daerah, namunRterkaitRkelemahan 

strukturRpengendalian iternal tidakRada pengaruhnyaRdalam pemberianRopini 

atasRkewajaran laporanRkeuangan.  NamunRdalam  kerugianEnegara danEnilai 

kerugianEberpengaruh negatifEterhadap pemberianEopiniEBPK, halEtersebut 

disebabkanEkarena belanjaEatau pengadaanEfiktifYlainnya, kekuranganYvolume 

pekerjaanYdan/ atauYbarang , belanjaYtidak sesuaiYatau melebihiYketentutan 

danTlain-lain (Atmajaya, 2015).  Namun terjadi perbadaan dalam beberapa 

penelitian lain bahwa kelemahanGsistem pengendaliaGinternal tidak berpengaruh 

terhadapGpemberian opiniGWTP olehGauditor BPKGRI dalamGpemeriksaan 

atasGlaporan keuanganGdaerah, sedangkanGteuman ketidakpatuhanRperaturan 

perundang-undangan danNopini tahunNsebelumnya berpengaruhHsecara 

signifikan terhadapPopini auditt (Safitri, 2016). Sehingga, kualitas opini audit 

BPK masih perlu diuji kembali karena masih ditemukan kasus-kasus ketidak 

patuhan terhadap undang-undang seperti korupsi pada pemerintah daerah namun 

mendapat opini WTP pada pemerintahan tersebut. (Effendy, 2013).  

BPK adalah salah satu lembaga yang seharusnya alat yang 

dapat dipercaya publik dalam mengontrol keuangan negara dan 

mengawasi keuangan negara. Sehingga harapanya BPK mampu 

mengemban tugasnya dengan amanah dan mempertanggung 

jawabkan terhadap apa yang dikerjakannya. SepertiYyang 

dijelaskanDdalam AlQQuran suratAAnNNissa 58 mengenai 

amanah yaitu “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
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supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.”.  

Apa yang dijelaskan di atas pada dasarnya menunjukkan, 

meskipun secara teori ketidakpatuhan terhadap undang-undang, 

kelemahan sistem pengendalian internal dan kerugian negara 

berpengaruh dalam pemberian opini BPK, namun secara praktis 

ketiga variabel tersebut tidak selalu mempengaruhi pemberian 

opini BPK. Pemerintah daerah yang terindikasi ditemukan kasus-

kasus terkait ketiga variabel tersebut justru terlapor bahwa LKPD 

pada pemerintahHdaerah tersebutTmendapatkan opiniWWajar 

TanpaAPengecualianN. DalamMpenelitian bertujuan mencari 

kebenaran apakah hasil dari penelitian ini menguatkan di salah 

satu hasil dari penelitian sebelumnya atau menemukan hasil baru, 

sehingga perlu dilakukan penelitan yang lebih mendalam untuk 

lebih lanjut. Dalam isu-isu negatif yang berekmbang di publik 

mengenai tugas dan kewanangan BPK dalam menjalan 

amanahnya ketika banyak bermunculan permasalahan waste dan 

abuse yang berpotensi merugikan negara, tugas kami adalah 

menengahi dengan penelitian ini. Seperti yang tertulis di Al 

Quran, AllahHSWT telahHberfirman dalamMsuratAAl-Isra’ 

ayatT36 yaitu ”Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu 

tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 
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pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai 

pertanggung-jawabannya”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Terdapat banyakKfaktor yang dapatTmempengaruhi KeputusanNatau Opini BPK 

. Untuk itu peneliti menguji beberapa variabel yang dapat mempengarhi Opini 

BPK, beberapa variabel independen diantaranya adalah  Kelemahan Sistem 

SistemMPengendalianNInternal, TemuanNKepatuhanNUndang-UndangGdan 

Kerugian Negara. Berdasarkan uraian di atasSmaka perumusan masalahHyang 

akan dibahas dalam penelitianNini adalah : 

1. ApakahHSistem PengendalianNInternal BerpengaruhHTerhadap 

Opini BPK? 

2. ApakahHKetidakepatuhan terhadapP Undang-Undang 

BerpengaruhHTerhadap Opini BPK? 

3. Apakah temuanNKerugian NegaraAberpengaruh terhadapPOpini 

BPK ?  

1.3 TujuanNPenelitian 

BerdasarkanNlatarRbelakangGyangAada, makaAtujuanNpenelitianNini 

adalahH : 

1. MenganalisisPPengaruh Pengendelaian InternalTTerhadap Opini 

BPK. 

2. MenganalisisPPengaruh Ketidakpatuhan terhadapPUndang-

Undang Terhadap Opini BPK. 
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3. MenganalisisPPengaruh Temuan Kerugian Negara terhadapOOpini 

BPKK. 

1.4 ManfaatTPenelitian 

a. ManfaatTTeoritis 

PenelitianNini diharapkanNdapat memberkanNmanfaatBbagi pembaca 

yakni Mmemberikan informasiAatau bahanNreferensi untuk 

mahasiswa dan masyarakat umum dalam mendapatkan wawasan yang 

berkaitan mengenai apa saja yang mempengaruhi dalam penentuan 

auditor memberikan WTP pada pemerintah daerah. Diharapkan juga 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pendidik untuk 

mengembangkan konsep pendidikan etika kepada murid atau 

mahasiswanya sehingga terwujud auditor-auditor yang idealis dalam 

meberikan keputusan audit, karena hal tersebut merupakan suatu 

amanah yang harus dijalankan dalam memberikan kontrol untuk 

keamanan keuangan negara. 

b. Manfaat Penelitian 

PenelitianNini diharapkanNdapat bermanfaatYyakniMmemberikan 

informasiMmengenaiAfaktor – faktor yang memepengaruhi keputusan 

auditor BPK dalam mengaudit pemerintahan daerah, sehingga 

pemerintah daerah ataupun auditor mampu menjalankan amanah yang 

diberikan negara dalam pengelolaan anggaran dengan baik sesuai 

dengan tugas yang dilimpahkan. 


